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Tentang

IJARAH AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA’

I e

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa ijarah al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-Musya’ diperlukan
kejelasan mengenai ketentuan (dhawabith) dan batasannya (hudud)
guna menjamin kepastian hukum dari aspek syariah dalam
penerapannya;

b. bahwa ijarah al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-Musya’ belum
ditetapkan ketentuan dan batasannya dalam fatwa; dan

c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI
memandang perlu menetapkan fatwa tentang ijarah al-Mal
al-Musytarak dan al-Mal al-Musya’ untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SW.T.:
a. Q.S. al-Bagarah (2): 233:

R s el 3] p&ile 762 Y6 A8 13aiiad O 33T 85 ..
S O3land oy alt & 1341z 15 (il 152315 (ol

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

b. Q.S. al-Syu‘ara (26): 155:
25lad 53 Lo o805 L L3456 o da I
“Nabi Shalih a.s. menjawab, ini seekor unta betina, ia mempunyai

giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula
untuk mendapatkan air pada hari tertentu.”

c. Q.S. al-Qashash (28): 26:
A ol Bl s 315 &) byl <ol Lalas) 36

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
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ljarah al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-Musya“® 2

sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:
e Jam O B 53T Y 1gkas
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
b. Nabi riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah:

i

“Siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya
kepadanya.”

c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa’d bin Abi Waqqash:
U35 BLED (Lo £ 0Ly dae a3 23301 G0 315501 S sy (¥l )5 S
ad 3 caly 5,8 G Gals 23 e wlag 4 ale 4 Jie <l

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil
pertanian (dari tanah itu sendiri) yang berada di lahan pinggir
parit dan lahan yang dialiri air; maka, Rasulullah s.a.w. melarang
kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami
menyewakannya dengan emas atau perak.”

d. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Abdullah bin Ma’sud:
e el o0 83 2des Bl 33T G g Jo 09 IR 06 a5 B8
aife bl oo bt J3 Baak 2365016 oy il 4 o ol 3
BT %5 «(he 330 Lkl L " :glED (Jlie (il (35 YIES g5 (alag
iy 102

“Dulu kami, di saat perang Badar, setiap tiga orang menaiki satu
ekor unta (secara bergantian). Abu Lubabah dan Ali bin Abu
Thalib adalah dua orang teman (perjalanan) yang bersama
Rasulullah s.aw. (Abdullah berkata), ketika tiba giliran
Rasulullah s.a.w. (untuk turun dari unta), keduanya berkata, ‘Kami
berjalan saja di belakangmu.’ Lalu beliau s.a.w. menjawab,
‘Kalian berdua tidak lebih kuat (berjalan) daripada aku dan Aku
tidak lebih kaya dalam pahala daripada kalian berdua.’”

e. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmidzi dan al- Hakim dari ‘Amr bin ‘Auf
al-Muzani:

Osalidls b a1 51 s 55 lis ¥) naledl G5 Sl Alial
ha ga1 5 Wis 255 B2 Y] plosi s 2

“Shulh (penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang
bersengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan
di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang
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halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram.”

f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat
Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Malik dari Yahya:

Sl Y3 550 Y
“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak

boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

-3. Ibn ‘Abd al-Barr, al-Isti’ab fi Ma rifah al-Ashhab menjelaskan:
1oz s Graliall 45 (o234e) 0S5 L35 3a3) A, Al Al (o2 Slall iils
Gialil) Wairgh da 55 (e il ke 4 i o U3 S
Mﬁwdaw“umdb Al § Loda e 45 oo ds & 0510y Loyl
ddazd s call 342 (JL Katas Hlale GH2G . LK Gasg o gl o
EAa 015 S (ghual e Slaz Eda b] i3l (it I8 L Salihl
Olake p33 Co3lo 15) GKG 253 (35 353 ol (5 :gUES (255 a5 255 b
Je SALET U5 foyidl U5 o BB (ofess pgai b 3aladl i
Q22 YT aslad a!"' A ‘,}m sn..‘a.a.“j.w\ﬂ A
ccag ezl s fa €17 a] e ¥ Glrso ¥ Adyaa § .,,L..y.wyt)
(Vo8- ¥ o Tz e VA4V VY (Jo¥1 Aadall

““Utsman r.a. membeli sumur Rumah; dan itu adalah rakiyyah
(sumur yang ada airnya) milik seorang Yahudi yang (sebelumnya)
menjual airnya kepada umat Islam. Rasul s.a.w bersabda, ‘Siapa yang
mau membeli sumur Rumah, lalu menjadikannya untuk umat Islam,
dia mengambil (air) dengan embernya bersama ember-ember mereka
dan untuknya tempat minum di surga?’ Kemudian ‘Utsman r.a.
mendatangi Yahudi untuk menawar dalam rangka membelinya, tetapi
dia enggan menjual semuanya, maka ‘Utsman r.a. membeli setengah
sumur Rumah dengan harga 12.000 dirham, lalu menjadikannya
untuk umat Islam. ‘Utsman r.a. berkata kepadanya, ‘Jika anda mau,
anda memberi saya untuk dua masa (hari) sebagai bagian saya; dan
Jika anda mau, 1 hari untuk saya, dan 1 hari untuk anda.’ Yahudi
tersebut menjawab, ‘Saya setuju, untuk anda 1 hari, dan untuk saya 1
hari.’ Saat datang giliran hari Utsman, umat Islam mengambil air
yang cukup untuk digunakan selama 2 hari. Ketika dia menghadapi
kenyataan itu (air sumurnya tidak lagi laku dijual), dia berkata ‘Anda
telah merusak (bisnis) sumur saya, maka belilah setengahnya lagi!’
Kemudian ‘Utsman r.a. membelinya dengan harga 8.000 dirham.”

(Ibn ‘Abd al-Barr [w. 463], al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Ashhab, Dar al-
Jil, Beirut, Cet. 1, Cet. 2, 1412 H/1992 M, jilid 3, hal. 1039-1040)
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4. Kaidah fikih:
ad 35 e 835 3 AT sy ol g

“Prinsip dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil
menunjukkan keharamannya.”

logukil 2 30230 G (@235 3l G, s32a01 g 218 -
“Prinsip dalam akad-akad adalah kerelaan kedua belah pihak

yang berakad dan akibat hukumnya adalah apa yang disepakati
oleh keduanya (ta’aqud).”

5. Mabda’ al-Ifta’ DSN-MUI antara lain:
PRI >7§3 OSal &) it Ji5 551 x5k s

“(Dasar penetapan fatwa) adalah mengambil pendapat yang lebih
rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jika tidak, maka
mengambil pendapat yang lebih maslahat (saja).”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Ijma’ seluruh ulama tentang keabsahan ijarah al-Mal al-Musya’
oleh mitra kepada mitranya yang lain. Pernyataan Ijma’ ini
diungkapkan oleh:

- Al-Istijabi [w. 480 H])
gLyl 5351s 4,2 (e s LaL1 Byla) Gooladalt 52 195
S Hls ([a Aoo o] Gl (gl cpudl sud ladl 74 L)
(YAY o Ve zep Yoot /a6 (¥ dadall g e Aualall

“Dalam Syarh al-Thahawi dinyatakan bahwa ijarah al-Musya’
(oleh mitra) kepada mitranya adalah boleh berdasarkan ijma’.”

(Badr al-Din al- ‘Aini [w. 855 H], al-Binayah Syarh al-Bidayah,

Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, cet. 1, 1420 H/2000 M, jilid 10, hal.

283).

- Tim Penyusun al-Fatawa al-Hindiyyah

sl Uaing BLaA G 21520 Sk 40,2 (e 521 31481 1922205
) § 138 a3 dbe aubad I8 52T 21505 (Jaits ¥ 5
ool allas zcadl Auliy slolall o Aelond Luidl goliall)
Al Al Guae dupadl GaSO Aadall (RL gl

(£4A 4o 7 @ VT

“Para ulama sepakat bahwa jika ia (mitra) menyewakan
(al-Musya’) kepada mitranya yang lain maka hal itu boleh; baik
yang disewakan tersebut merupakan aset al-musya’ yang dapat
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dibagi (dividable) maupun yang tidak dapat dibagi
(undividable); baik ia menyewakan seluruh porsi miliknya,
maupun hanya sebagiannya. Demikian keterangan dalam
al-Khulashah. ” (Tim ulama penyusun di bawah kepemimpinan
Nizham al-Din Baranhapuri al-Balkhi, al-Fatawa al-Hindiyyah,
al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyyah, Mesir, cet. 2, 1310 H,
jilid 4, hal. 448)

b. Pendapat ulama -selain Abu Hanifah, Zufar, dan pendapat rajih
ulama Hanabilah- tentang keabsahan ijarah al-Mal al-Musya’
oleh mitra kepada bukan mitra. Perbedaan pendapat ini dijelaskan
oleh:

- Tim Penyusun al-Fatawa al-Hindiyyah
Cadaid 51 0085 2,50 (e V) Basis oyl i LB Bil5) 33555
(Al 5)5.&.‘:.11 6)34-"-” Hiaiki) a FYES &Lwl‘ ajb.i NS
VOIA (Jo¥! Aadall cApaladl Sl Sl cfa £YA @] olasd)
(V- o p YA9V/a

“Ijarah al-Musya’ tidak boleh menurut Abu Hanifah kecuali
kepada mitra. Sementara itu, (kedua muridnya) Abu Yusuf dan
Muhammad mengatakan, ijarah al-musya’ adalah boleh
(secara mutlak).” (Al-Quduri al-Hanafi al-Baghdadi [w. 428
H.], Mukhtashar al-Quduri, Dar al-Kutub al- ‘llmiyah, cet. I,
1418 H/1977 M., hal. 104).

- Al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H):
@ s 5l A2 G 2B A2 G L1 Bla 555136 Jis

4. %

Bale ) a5 Aaads Catusd 351 083 5335 aws
uuﬂtééiéﬁ 63500 7 il 53 5T 6 e d33 455
ATl ,ind) At W) aital 56 (136 138 e D) g Bl X5
il g10) ol p i jaika U115 WA L Kadta
(Jdo¥ dadatl  pme Muz)‘ dadas o o/wl;.] sl LU

(VAY o £ 7 \FYA- \TYY

“Berdasarkan aturan ini (yaitu aturan bahwa manfaat barang
dalam akad ijarah harus bisa diserahkan dan dimanfaatkan
[oleh penyewa] secara hakiki dan syar’i, penj), masalah Iljarah
al-musya’ dapat di-takhrij, bahwa ijarah al-musya’ kepada
selain mitra tidak boleh menurut Abu Hanifah dan Zufar (110 -
158 H).

Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad, dan al-Syafi’i mengatakan
bahwa ijarah al-musya’ boleh (secara mutlaky).
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Alasan mereka, ijarah (pada prinsipnya) adalah salah satu
bagian dari dua bentuk jual beli. Untuk itu, ia akan dinilai
dengan bagian yang lain, yaitu jual beli barang.

(Jika) jual beli barang yang sifatnya musya’ boleh maka
demikian juga yang ini (yaitu, ijarah al-musya’).

Kalau pun ijarah al-musya’ tidak bisa dilakukan, ia tidak bisa
karena ketidak-mungkinan penyerahan manfaat (kepada
penyewa) akibat status ke-musya’-an manfaatnya. (Namun
faktanya) musya’ tetap memungkinkan (maqdur) untuk diambil
manfaatnya dengan cara muhaya’ah (berbagi giliran dalam
mengambil manfaat aset musya’).

(Al-Kasani al-Hanafi [w. 587 HJ, Bada'i’ al-Shana'i’,
Mathba’ah al-Jamaliyyah, Mesir, cet. 1, 1327-1328 H, jilid 4,
hal. 187).”

- Ibn Qudamah al-Hanbali (w. 620 H):
1103 e &3, 201 5285 &1 F) cets, B G0 5 LX) Bila) 5355 95
Bl fuad 16 (aailid Jo juds ¥ A 53 Adus o U5

385245 3155 A8 ks 31555154553 Jls Je iy ¥
Aakh (Caled) Gl (adlalls clle U35 335 el 4] gl
aSH @Ile 5l fa Y. - 081\] il Adead] Aalud oY gall)
@ V29Y/2 VY AL Zadadl ¢ oLyl caaieally yailly Aeldall

(\Y¢ go Az

“ljarah al-musya’ (oleh mitra) kepada bukan mitra tidak boleh,
kecuali seluruh mitra menyewakannya secara bersama-sama
(kepada bukan mitra). Ini adalah pendapat Abu Hanifah (80-
150 H) dan Zufar (110-158 H). Alasannya, ia tidak dapat
menyerahkan ma’qud ‘alaih (manfaat musya’), sehingga
ijarahnya menjadi tidak sah, layaknya seperti (menyewakan)
barang yang di-ghashab (kepada selain pelaku ghashab). Hal
itu karena ia tidak dapat menyerahkan ma’qud ‘alaih kecuali
dengan menyerahkan juga bagian yang menjadi milik mitranya,
padahal ia (vang menyewakan) tidak punya hak atas aset
mitranya yang lain.

Sementara itu, Abu Hafsh al-‘Ukbari (dari kalangan
Hanabilah. W. 339 H) memilih membolehkannya dan ini
diisyaratkan juga oleh Ahmad (164-241 H). Pendapat (terakhir)
ini merupakan pendapat Malik (93 — 179 H), Syafi’i (150 — 204
H), Abu Yusuf (w. 181), dan Muhammad (131 — 189 H).”

(Ibn Qudamah al-Dimasyqi al-Hanbali [541-620 H], al-
Mughni, Dar ‘Alam al-Kutub, Riyadh, cet. 3, 1417 H/1997 M,
Jjilid 8, hal. 134).

- Al-Mawardi al-Syafi’i (w. 450 H):
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«_4] Ls.bﬁLA-U jui” &3‘2.“ J\.cj «_L:__)_w.." )3m th.l‘ )L;-l
1999/ 1614 (Lo dndall cg  Agalall LSl Sl c[ato.

(iio u‘: sV G

“Ijarah al-Musya’ boleh, baik kepada mitra maupun bukan
kepada mitra” (Al-Mawardi [w. 450 H], al-Hawi al-Kabir, Dar
al-Kutub al-‘llmiyyah, Beirut, cet. 1, 1419 H/1999 M, jilid 7,
hal. 445).

- Al-Qadi ‘Abd al-Wahhab al-Baghdadi al-Maliki (w. 422 H)
PEHPIR 4 s ‘_,;S’ F)YES Y _L‘).“J! & 3515 t\.«-«l‘ J\,t
Sy gl (gl O 3le 2implad dsub 2, B Ga ) 33565
elle caade e dgall) Al IR 3,1?511 e (oglad A ,Lg»
Alaian el St (o £YY @] goluiadl lagh el diall

CARA P R PR PYCY (L PPN

“Ijarah al-Musya’ (oleh mitra) boleh, baik kepada mitra (yang
lain) maupun kepada bukan mitra. Berbeda dengan Abu
Hanifah dalam pendapatnya bahwa Ijarah al-Musya’ tidak
boleh kecuali kepada sesama mitra (yang lain).

(Alasan kami adalah) setiap akad tukar menukar yang boleh
dilakukan (oleh mitra) kepada mitra lain, maka ia boleh juga
dilakukan kepada orang lain (bukan mitra). Dalilnya adalah
(kesahan) jual beli (sebagian aset bersama yang dimiliki oleh
seorang mitra kepada pihak lain bukan mitra, penj).”

(‘Abd al-Wahhab al-Baghdadi [w. 422 HJ, al-Ma’unah ‘ala
Madzhab ‘Alim al-Madinah, al-Maktabah al-Tijariyyah
Mushthafa Ahmad al-Baz, Mekkah, jilid 2, hal. 1103).

2. Majallah al-Ahkam (Pasal 1071)
o3 AT i) § Satsus Cagiats O (K3, 31 .\_,sz,yu(\ vy 330
N Aa) ‘_Lfd\.' ok (6038 Csa® AR Sema ¥ 0D ).>>’t
RVES TR PLI ET ) ES T PAVEE PR E SRR HA SR TES PE A NPL |
(YT oo (4SS onylens 5,8

"(Pasal 1071) Salah satu mitra (dari dua orang yang saling bermitra)

boleh melakukan perbuatan hukum (tasharruf) secara mandiri atas
aset yang dimiliki bersama dengan (mendapatkan) izin dari mitranya
yang lain, tetapi dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan hukum
yang merugikan mitranya.” (Dewan yang terdiri dari cendekiawan
dan pakar fiqgh di era khilafah ‘Utsmaniyyah, Karkhanah Tijarat
Kutub, Karachi, hal. 206).

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:
a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUV/IX/2017 tentang Akad
Ijarah;
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b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang
Musyarakah Mutanagqishah;

c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang
Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah,;

d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 120/DSN-MUI/II/2018 tentang
Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip
Syariah;

4. Surat dari Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) No.
ASB/040-2/1/2023 tertanggal 19 Januari 2023 terkait usulan
pembahasan permasalahan no. 17 tentang porsi aset MMQ berupa
manfaat (usufruct/manfa’ah) dan pendapatan bank berupa sewa porsi
kepemilikan (hishshah sya'i'ah/musya’) aset bank atas aset MMQ
keseluruhan;

5. Makalah Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag. dan Prof. Dr. Jaih Mubarok,
M.Ag. yang berjudul Perbuatan Hukum Terhadap Harta Milik
Bersama (4/-Mal Al-Musytarak);

6. Focus Group Discussion Tim BPH DSN-MUI pada tanggal 25-27
April 2024 di Purwakarta, Jawa Barat;

7. Konsinyering Tim BPH DSN-MUI pada tanggal 7 Mei 2024 di
Jakarta;

8. Rapat Koordinasi Pimpinan Badan Pengurus dan Pimpinan Badan
Pelaksana Harian pada tanggal 25 Juni 2024 di Jakarta;

9. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada hari Kamis tanggal
27 Dzulhijjah 1445 H/ 4 Juli 2024 M.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : FATWA IJARAH AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AlL-
MUSYA’
Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Al-Mal al-Musytarak ([2553) gGi], harta bersama) adalah harta yang
jelas ukuran dan nilainya (4::5) yang dimiliki dua pihak atau lebih,
baik harta dalam Syirkah-Milk maupun harta dalam Syirkah-"Uqud,

2. Al-Musya’ (3\:4)) atau al-Mal al-Musya’ (3 :81 (1) adalah harta yang
tidak jelas batas-batas kepemilikannya secara fisik, baik merupakan
bagian dari al-Mal al-Musytarak maupun bagian dari harta yang

bukan al-Mal al-Musytarak (disebut al-Mal al-Mufraz); al-Mal
al-Musya’ yang dimiliki oleh setiap pihak (mitra, syarik) dalam
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al-Mal al-Musytarak disebut juga al-Hishshah (%axil) atau
al-Hishshah al-Sya’i ah (4351 Gaxl);

3. Al-Mal al-Mufraz (3 Jdr) adalah harta yang hanya dimiliki oleh
satu pihak; _

4. Syirkah- ‘Uqud adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk
melakukan kegiatan usaha bersama dengan cara menggabungkan
harta (modal usaha, ra’s al-mal), pekerjaan, atau reputasi (wujuh)
masing-masing dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan
(keuntungan) yang dibagi kepada para pihak (mitra-mitra)
berdasarkan nisbah proporsional atau kesepakatan;

5. Syirkah-Milk adalah kepemilikan bersama atas suatu harta (aset atau
barang), bukan untuk kegiatan usaha atau bisnis;

6. Akad Ijarah adalah akad sewa antara Mu jir (,>3:) dengan Musta jir
(5>{224) untuk mempertukarkan Manfa ‘ah dengan Ujrah; ‘
7. Mujir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang sewa,
baik Mu jir yang berupa orang (Syakhshiyah Thabi’iyah/Natuurlijke

Persoon) maupun badan hukum (Syakhshiyah [‘tibariyyah/
Syakhshiyah Hukmiyyah/Rechtsperson);

8. Mustajir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat
barang) dalam Akad Ijarah, baik Musta’jir berupa orang
(Syakhshiyah Thabi ‘iyyah/Natuurlijke Persoon) maupun badan
hukum  (Syakhshiyah  I'tibariyyah/Syakhshiyah — Hukmiyyah/
Rechtsperson);

9. Manfa ‘ah adalah kegunaan/manfaat dari barang sewa melalui proses
penggunaan;

10. Mahall al-Manfa‘ah (i) #i=2) adalah barang sewa/barang yang
dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam Akad Ijarah;

11. jarah al-Mal al-Musytarak adalah akad sewa antara Mu jir dan
Musta jir atas al-Mal al-Musytarak;

12. Ijarah al-Mal al-Musya’ adalah akad sewa antara Mu Jir dan
Mustajir atas al-Mal al-Musya’;

13. Akad Muhaya’ah GL1) adalah akad (kesepakatan) mengenal
pembagian pemanfaatan al-Mal al-Musytarak;

14. Izin adalah perkenan/membolehkan pihak lain untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu;

15. Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau
kerugian pihak lain;
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Kedua : Ketentuan Hukum

Akad ljarah al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-Musya’ boleh dilakukan
selama terpenuhi ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Rukun dan Syarat Akad Ijarah
Rukun dan syarat Akad ljarah al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-
Musya’ mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-
MUVIX/2017 tentang Akad Ijarah, kecuali ditentukan lain dalam
ketentuan khusus fatwa ini.

Keempat : Ketentuan Khusus

1. Dalam Syirkah- ‘Uqud, ljarah al-Mal al-Musytarak boleh dilakukan
oleh salah satu mitra yang mewakili mitra lainnya sebagai pemilik
al-Mal al-Musytarak untuk menyewakannya kepada selain mitra;

2. Dalam Syirkah-Milk, ljarah al-Mal al-Musytarak boleh dilakukan
oleh mitra-mitra sebagai pemilik atas dasar kesepakatan mitra-mitra
(izin dari mitra-mitra lainnya) secara sukarela (tidak di bawah
paksaan) untuk menyewakannya kepada selain mitra;

3. ljarah al-Mal al-Musya’ oleh mitra-Mu jir kepada mitra-Musta jir
boleh dilakukan meskipun mitra-Mu jir tidak mendapat izin dari
mitra atau mitra-mitra lainnya selama tidak menyebabkan Dharar
kepada mitra dan/atau mitra-mitra dalam melakukan fasharruf
terhadapnya;

4. Ljarah al-Mal al-Musya’ dalam Syirkah-Milk oleh mitra-Mu jir
kepada selain mitra boleh dilakukan setelah mitra-Mu jir mendapat
izin dari mitra atau mitra lainnya, serta tidak menyebabkan Dharar
kepada mitra dan/atau mitra-mitra dalam melakukan tasharruf
terhadapnya;

5. Ljarah al-Mal al-Musya’ dalam Syirkah- ‘Uqud oleh mitra-Mu jir
kepada selain mitra boleh dilakukan setelah mendapat izin dari mitra
atau mitra lainnya, serta tidak menyebabkan Dharar kepada mitra
dan/atau mitra-mitra dalam melakukan fasharruf terhadapnya;

6. Al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-Musya’ harus harta yang jelas
ukurannya dan secara ‘urf boleh dijadikan Mahall al-Manfa ‘ah
dalam Akad Ijarah;

7. Pembagian manfaat al-Mal al-Musytarak oleh para mitra untuk di-
[jarahkan, baik terkait cara pemanfaatannya maupun terkait
periodenya, boleh dilakukan dengan menggunakan akad Muhaya'ah
atau atas dasar kemaslahatan dan kebiasaan baik ( ‘urf) yang berlaku.
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Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
dan peraturan perundang-undangan:

a. melalui musyawarah mufakat;

b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui
Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
(BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila
musyawarah mufakat tidak tercapai.

2. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di
kemudian hari ditemukan kekeliruan yang membutuhkan
penyempurnaan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Dzulhijjah 1445 H
4 Juli 2024 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA A%/

etua, Sekretaris,

A Wi

K.H. ANWAR ISKANDAR m"““ & DR H. AMIRSYAH TAMBUNAN
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